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BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program jaminan social 
di bilang kesehatan yang merupakan salah satu dari lima program jaminan 
social Nasional (SJSN) yang  tercantum dalam  Undang-Undang Nomer 
40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan social. 
Penelitian ini bertujuan: (1) untuk dapat menguji Putusan MA 
Nomer 7 P/HUM Tahun 2020 tentang pembatalan iuran BPJS. (2) Untuk 
dapat mengkaji Putusan MA Nomor 7 P/HUM Tahun 2020 tentang 
pembatalan iuran BPJS.  
Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian  lapangan (library 
research), dengan pendekatan normatif, pengumpulan data melalui 
dokumentasi, wawancara dan observasi, sedangkan analisis data 
menggunakan teknik analisis induktif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pertanggung jawaban 
pihak pemerintah terhadap putusan yang tidak konsisten  yang  
menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. (2) Upaya penyelesaian 
permasalahan akibat adanya putusan MA yang menimbulkan kerugian 
bagi warga masyarakat melalui putusan yang tidak konsisten yang 
merugikan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, 
praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas 
Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
Kata Kunci: Konsistusi Putusan MA Tentang prmbatalan iuran BPJS, 












BPJS Kesehatan is the organizer of a social security program called 
health which is one of the five National social security programs (SJSN) 
listed in Law Number 40 of 2004 concerning the social security system. 
This research aims: (1) to be able to test the Decision of the Supreme 
Court Number 7 P / HUM of 2020 concerning the cancellation of BPJS 
dues. (2) To be able to review the Supreme Court Decision Number 7 P / 
HUM of 2020 concerning the cancellation of BPJS contributions. 
This research is included in field research (library research), with a 
normative approach, data collection through documentation, interviews 
and observations, while data analysis uses inductive analysis techniques. 
The results of this study indicate that: (1) The government is 
responsible for inconsistent decisions that cause harm to the community. 
(2) Efforts to resolve problems due to the Supreme Court decision that 
cause harm to the community through inconsistent decisions that harm the 
community. Based on the results of this study, it is hoped that it can 
become material for information and input for students, academics, 
practitioners, and all those in need in the Faculty of Law, Pancasakti 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional, dalam 
pembangunan kesehatan tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatan derajat 
kesehatan masyarakat yang optimal.1BPJS Kesehatan  merupakan penyelenggara 
program jaminan sosial di bidang kesehatan yang merupakan salah satu dari lima 
program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu Jaminan 
Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan 
Jaminan Kematian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.2 
BPJS Kesehatan juga menjalankan fungsi pemerintahan (governing function) 
di bidang pelayanan umum (public services) yang sebelumnya sebagian 
dijalankan oleh badan usaha milik negara dan sebagian lainnya oleh lembaga 
pemerintahan. Gabungan antara kedua fungsi badan usaha dan fungsi 
pemerintahan itulah, yang dewasa ini, tercermin dalam status BPJS Kesehatan 
sebagai badan hukum publik yang menjalankan fungsi pelayanan umum di 
bidang penyelenggaraan jaminan sosial nasional. 
                                                          
1 Sundoyo, Jurnal Hukum Kesehatan, Biro hukum dan Organisasi Setjen Departemen 





BPJS Kesehatan juga dibentuk dengan modal awal dibiayai dari APBN dan 
selanjutnya memiliki kekayaan tersendiri yang meliputi aset BPJS Kesehatan dan 
aset dana jaminan sosial dari sumber-sumber sebagaimana ditentukan dalam 
Undang-Uundang. Kewenangan BPJS Kesehatan meliputi seluruh wilayah 
Republik Indonesia dan dapat mewakili Indonesia atas nama negara dalam 
hubungan dengan badan-badan Internasional. Kewenangan ini merupakan 
karakteristik tersendiri yang berbeda dengan badan hukum maupun lembaga 
negara lainnya.Oleh karena itu, BPJS Kesehatan merupakan salah satu bentuk 
Badan Hukum Milik Negara (BHMN). 
Sebagian besar masyarakat menanggapi keberatan atas kenaikan iuran BPJS 
dan sebagian besar masyarakat keberatan karna harus menangung biaya berlipat 
ganda.Sedangkan sebagian besar masyarakat membutuhkan pelayanan jaminan 
kesehatan jadi mau tidak mau mereka harus membayar. Akan tetapi kenaikan 
iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut dibatalkan melalui 
putusan Mahkamah Agung atau MA Nomor 7 P/HUM/2020 Perkara uji materiel. 
Diputus pada Kamis 27 Febuari 2020,” Kepala Humas BPJS kesehatan M. Iqbal 
Anas Ma’ruf menjelaskan hingga saat ini belum dapat penyesuaikan besaran 
iuran program JKN yang di kelola. Tetapi pada prakteknya iuran sudah 
dibatalkan melalui putusan Mahkamah Agung atau MA masyarakat masih tetap 




Sebagaimana ketentuan pasal 19 ayat (2) kitab Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen : Gantirugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa pengembalian uang atau pengantian barang dan/atau jasa yang sejenis 
atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Gantirugi 
adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa 
imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa 
alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai 
orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-
undang. Hal tersebut mengakitabkatkan kerugian bagi masyarakat itu sendri 
dengan jumlah tagihan 2kali lipat sedangkan penghasilan sebagaian masyarakt 
saat ini sedang krisis/tidak setabil akibat adanya COVID-19 di tuntut masyarakat 
untuk melakukan aktifitas diruamah saja tetapi tagihan iuran BPJS tetep berjalan 
setiap bulanya.” 
Masalah yang timbul saat ini Sejak Juli tahun lalu, Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah mengalami defisit yang diperkirakan 
mencapai Rp 28 triliun. Kerugian itu naik tiga kali lipat defisit yang dialami pada 
akhir 2018.Terjadinya pandemi COVID-19 diperkirakan akan memperburuk 
defisit ini. Sedikitnya 1,9 juta pekerja di Indonesia telah diberhentikan dari 
pekerjaan mereka selama pandemi ini. Kesulitan ekononomi yang dialami oleh 




dapat mengurangi sumber pendapatan bagi BPJS-Kesehatan. Untuk mendukung 
BPJS-Kesehatan, pemerintah memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS sejak 1 
Juli 2020. Berdasarkan rencana tersebut, pemerintah akan menaikkan iuran untuk 
layanan kelas 1 sebesar 87,5% hingga mencapai Rp150.000 per bulan per orang, 
kelas 2 sebesar 96% jadi Rp 110.000, dan kelas 3 sebesar 65% jadi Rp 35.000.  
Namun, langkah ini hanya akan mengatasi masalah jangka pendek. Kenaikan 
iuran tidak efektif untuk mengatasi masalah struktural yang sedang dihadapi oleh 
BPJS, seperti masalah peningkatan pendapatan hingga prioritas layanan 
kesehatan. Berdasarkan hal tersebut,penulis tertarik untuk  melakukan penelitian 
dalam bentuk skripsi yang berjudul“Konsistensi Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 7P/HUM Tahun 2020 tentang Pembatalan Iuran BPJS.” 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakahputusan MA Nomor 7 P/HUM  Tahun 2020 tentangPembatalan 
Iuran BPJSKesehatan?  
2. Bagaimanakah konsistensi pelaksanaan putusan MA Nomor 7 P/HUM  Tahun 
2020 tentangPembatalan Iuran BPJSKesehatan ? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengkaji Putusan MA Nomor 7 P/HUM  Tahun 2020 tentang 
Pembatalan Iuran BPJS Kesehatan. 
2. Untuk mengkaji konsistensi pelaksanaan Putusan MA Nomor 7 P/HUM  




D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan  permasalahan diatas, penelitian ini diharapkan dapat berguna 
baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain sebagai berikut : 
1) Manfaat Teoritis 
a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada 
umumnya dan untuk pembangunan ilmu hukum Jaminan Kesehatan. 
b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi di bidang 
akademis dan sebagai bahan pustaka Hukum Perdata khususnya bidang 
Hukum Jaminan Kesehatan.  
2) Manfaat Praktis 
a. Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan positif bagi 
peneliti untuk dapat mengetahui mengenai aspek hukum  khususnya 
berkaitan dengan kenaikan iuran yang di alami masyarakat dan 
diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah dalam melakukan 
pengaturan mengenai tanggung jawab kenaikan iuran serta penerapan 
hukum untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat adanya kerugian 
yang dirasakan oleh masyarakat yang dilakukan oleh kenaikan iuran 
BPJS. 
E. Tinjauan Pustaka 





1) Desi Hanggono Rarasati, (Universitas Airlangga) dalam skripsinya yang 
berjudul Dampak Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan terhadap Pelayanan 
Kesehatan di Kota Malang. 
2) Lalu Negara Hidayatulhaq, (Universitas Mataram, 2016) dalam jurnal 
ilmiahnya yang berjudul Tinjauan terhadap Penerapan Kenaikan Tarif bagi 
Peserta Mandiri BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 
Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan. 
F. Metode Penelitian 
a) Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian 
yangbersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu cara analisis 
hasilpenelitian yang menghasilkan data desktriptif analistis, yaitu data 
yangdinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang 
nyata,yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.3 
b) Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris 
denganmengkaji data primer yang ada di lapangan yang berada di Masyarakat 
serta BPJS Kesehatan dan mengkaji putusan yang terkait dengan konsistensi 
putusan hakim Mahkamah Agung. Dengan kata lain, metodepenelitian ini 
meliputi pendekatan undang-undang (statue approach)dan pendekatan 
                                                          
3Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif &amp; 




konseptual (conceptual approach). Pendekatanundang- undang (statue 
approach) dilakukan dengan menelaah semuaundang-undang dan regulasi 
yang bersangkut paut denganisu hukumyang sedang ditangani. Pendekatan 
konseptual (conceptualapproach) beranjak dari pandangan-pandangan dan 
doktrin-doktrinyang berkembang di dalam ilmu hukum. 
c) Sumber Data Penelitian 
Penelitian ini terdiri dari dua data yang digunakan dalam penelitiannya 
yaitu data primer dan data sekunder: 
a) Data Primer 
Data primer adalah data yang berasal dari kebiasaan dan kepatutan 
yang tidak tertulis, dilakukan dengan observasi atau penerapan tolak 
ukur normatif terhadap peristiwa hukum in concreto dan wawancara 
dengan narasumber yang terlibat dalam peristiwa hukum yang 
bersangkutan. 
b) Data Sekunder 
Data sekunder adalah data-data yang  berhubungan dengan penelitian 
ini, berupabahan-bahanpustaka. Fungsi data sekunder adalah untuk 
mendukung data primer. Data sekunder yang berkaitan dengan 
penelitian ini yaitu: 
1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari 
berbagai peraturan perundag-undangan. Dalam penelitian ini 





2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
3) Kitab Undang-Undang Hukum perdata. 
4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
jaminan sosial 
5) Undang-Undang Nomor 19 Ayat (2) tentang perlindungan 
konsumen 
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari 
buku-buku teks (textbook) yang ditulis para ahli hukum, jurnal-
jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum. 
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder, berupa Kamus Hukum,dan Encyclopedia. 
d) Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang 
bertujuan untukmendapatkandata yang objektif dan valid. Adapunmetodeyang 




a. Studi Kepustakaan (Library Research), merupakan kegiatan untuk 
menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang 
menjadi objek penelitian4 yang meliputi : 
1) Studi dokumen, yaitu dengan cara mengambil bahan penelitian dari 
perundang-undangan yang berlaku. 
2) Studi Pustakaan, yaitu dengan cara mengambil bahan penelitian dari 
buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, artikel hukum. 
e) Teknik Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. metode 
kualitatif yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data-
data yang terdiri dari rangkaian kata-kata. menggunakan analisis data yang 
telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data 
yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun 
atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum.5 
G. Rencana Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan sistematika skripsi sebagai 
berikut :  
Bab I Pendahuluan, bab ini berisi : Latar Belakang Masalah, Rumusan 
Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode 
Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi. 
                                                          
4www.transiskom.com, diakses pada 3 Juli 2020 pukul 12.10 WIB.  
5Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia ( UI-Press ), 




Bab II Landasan Konseptual, bab ini berisi : penjelasan secara umum 
mengenai Pengertian Jaminan Kesehatan, Asuransi Kesehatan dan Badan 
Penyelenggara Jaminan Kesehatan, Bentuk Jaminan Kesehatan, Efektifitas 
Progam, serta Peserta Jaminan Kesehatan. 
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi : uraian dan 
penjelasan serta pembahasan atau jawaban dari rumusan masalah yang berkaitan 
dengan Putusan MA tentang kenaikan iuran BPJS. 














A. Tinjauan Umum Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
a. Pengertiaan BPJS  
Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan 
agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan 
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan 
kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar 
oleh pemerintah (UU Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2014 
Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan).  
Menurut UU No.24 Tahun 2011 Tentang BPJS, Jaminan Sosial adalah 
salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar 
dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sedangkan Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk 
untuk menyelenggarkan program jaminan sosial di Indonesia. BPJS 
Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan merupakan program 
pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang 
diresmikan pada tanggal 31 Desember tahun 2013. BPJS Kesehatan mulai 
beroperasi sejak tanggal 1 Januari tahun 2014, sedangkan BPJS 
Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli tahun 2014. BPJS 
Kesehatan sebelumnya bernama ASKES (Asuransi Kesehatan), yang 




Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia 
berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari tahun 2014. 
BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik 
menurut Undang-Undang BPJS.Tiga kriteria di bawah ini digunakan 
untuk menentukan bahwa BPJS merupakan badan hukum publik, yaitu:6 
a.  Cara pendiriannya atau terjadinya badan hukum itu, diadakan 
dengan konstruksi hukum publik, yaitu didirikan oleh penguasa 
(Negara) dengan Undang-undang; 
b. Cara pendiriannya atau terjadinya badan hukum itu, diadakan 
dengan konstruksi hukum publik, yaitu didirikan oleh penguasa 
(Negara) dengan Undang-undang; 
c. Wewenangnya, badan hukum tersebut didirikan oleh penguasa 
Negara dan diberi wewenang untuk membuat keputusan, 
ketetapan, atau peraturan yang mengikat umum. 
BPJS dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi hak setiap orang atas 
jaminan sosial yang memberi perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 
menetapkan, bahwa Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh 
BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan yang beroprasi pada 1 Januari 
2014 dan BPJS Ketenagakerjaan. Secara operasional, pelaksanaan JKN 
                                                          





dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara 
lain: Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima 
Bantuan Iuran (PBI); Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang 
Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013.7 
Dalam UU No.24 Tahun 2011 Tentang BPJS, dibentuk 2 BPJS yaitu 
BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan 
menyelenggarakan program jaminan kesehatan yang sudah mulai 
beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014. Sedangkan BPJS 
Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, 
jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. 
b. Dasar Hukum  
Dasar hukum dalam penyelenggaraan program BPJS ini adalah : 
a) Undang-Undang 
 UU No. 40 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (SJSN). 
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b) Peraturan Pemerintah  
1) PP No. 90 Tahun 2013 tentang pencabutan PP 28/2003 tentang 
subsidi dan iuran pemerintah dalam penyelenggaraan asuransi 
kesehatan bagi PNS dan penerima pensiun. 
2) PP No. 85 Tahun 2013 tentang hubungan antara setiap Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial. 
3) PP No. 86 Tahun 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi 
administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara 
negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja dan 
penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial. 
4) PP No. 87 Tahun 2013 tentang tatacara pengelolaan aset 
jaminan soaial kesehatan. 
5) Perpres No. 111 Tahun 2013 tentang perubahan atas perpres 
no. 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan. 
6) Perpres No. 109 Tahun 2013 tentang penahapan kepesertaan 
program jaminan sosial. 
7) Perpres No. 108 Tahun 2013 tentang bentuk dan isi laporan 
pengelolaan program jaminan sosial. 
8) Perpres No. 107 Tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan 
tertentu berkaitan dengan kegiatan operasional kementerian 
pertahanan, TNI, dan Kepolisian NRI. 




c. Fungsi BPJS  
Dalam pasal 5 ayat (2) UU No.24 Tahun 2011 disebutkan fungsi BPJS 
adalah : 
1. Berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. 
2. Berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan 
kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan 
pensiun dan  jaminan hati tua. 
d. Tugas BPJS 
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas BPJS bertugas 
untuk: 
1. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta. 
2. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi 
kerja.  
3. Menerima bantuan iuran dari Pemerintah. 
4. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta. 
5. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan 
sosial. 
6. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan 
sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial. 
7. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program 




e. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas BPJS 
berwenang: 
1. Menagih pembayaran Iuran. 
2. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek 
dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, 
solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang 
memadai. 
3. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta 
dan pemberi kerja dalam memanuhi kewajibannya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional. 
4. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar 
pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif 
yang ditetapkan oleh Pemerintah. 
5. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas 
kesehatan. 
6. Mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi 
kerja yang tidak memenuhi kewajibannya. 
7. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang 
mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam 





8. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka 
penyelenggaraan program jaminan sosial. 
Kewenangan menagih pembayaran Iuran dalam arti meminta 
pembayaran dalam hal terjadi penunggakan, kemacetan, atau kekurangan 
pembayaran, kewenangan melakukan pengawasan dan kewenangan 
mengenakan sanksi administratif yang diberikan kepada BPJS 
memperkuat kedudukan BPJS sebagai badan hukum publik. Sedangkan 
program jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan 
prinsip asuransi sosial dengan tujuan untuk memberikan santunan 
kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal 
dunia. 
f. Prinsip BPJS 
Prinsip dasar BPJS adalah sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh UU 
SJSN Pasal 19 ayat 1 yaitu jaminan kesehatan yang diselenggarakan 
secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. 
Maksud prinsip asuransi sosial adalah : 
1. Kegotong-royongan antara si kaya dan miskin, yang sehat dan 
sakit, yang tua dan muda, serta yang beresiko tinggi dan rendah.  
2. Kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selaktif. 
3. Iuran berdasarkan presentase upah atau penghasilan. 




Sedangkan prinsip ekuitas adalah kesamaan dalam memperoleh pelayanan 
sesuai dengan kebutuhan medis yang terikat dengan besaran iuran yang 
dibayarkan.  
Tujuan dan Manfaat 
Tujuan serta manfaat dari jaminan kesehatan bagi masyarakat adalah: 
5. Memberi kemudahan akses pelayanan kesehatan kepada peserta di 
seluruh jaringan fasilitas jaminan kesehatan masyarakat. 
6. Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi 
peserta, tidak berlebihan sehingga nantinya terkendali mutu dan 
biaya pelayanan kesehatan.  
7. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan 
akuntabel.   
Tujuan diadakannya BPJS itu sendiri adalah mewujudkan 
terselenggaranya pemberian jaminan kesehatan yang layak bagi setiap 
peserta dan/atau anggota keluarganya sebagai pemenuhan kebutuhan 
dasar hidup penduduk Indonesia.8 
g. Kepesertaan menurut Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2014 
Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan 
Peserta BPJS Kesehatan dapat diartikan juga sebagai konsumen jasa 
layanan kesehatan. Pakar masalahkonsumen di Belanda, Hondinus 
                                                          




menyimpulkan bahwa para ahli hukumpada umumnya sepakat 
mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan 
jasa; (uiteindelijk gebruiker van goederen en deinsten).9 
1. Peserta BPJS dibagi menjadi dua yaitu peserta Penerima Bantuan 
Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dan peserta bukan Penerima 
Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan. 
2. Peserta PBI Jaminan Kesehatan yaitu orang yang tergolong fakir 
miskin dan orang tidak mampu. 
3. Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan terdiri atas: 
1) Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya termasuk 
warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 
(enam) bulan dan anggota keluarganya. 
2) Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya 
termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling 
singkat 6 (enam) bulan dan anggota keluarganya. 
3) Bukan Pekerja dan anggota keluarganya. 
4. Peserta Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya termasuk 
warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 
(enam) bulan dan anggota keluarganya terdiri atas: 
1) Pegawai Negeri Sipil. 
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2) Anggota TNI.  
3) Anggota Polri  
4) Pejabat Negara  
5) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. 
6) Pegawai swasta  
7) Pekerja yang tidak termasuk nomor 1 sampai dengan nomor 6 
yang menerima upah. 
5. Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya termasuk 
warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 
(enam) bulan dan anggota keluarganya terdiri atas: 
1) Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri.  
2) Pekerja yang tidak termasuk nomor 1 yang bukan penerima 
upah. 
6. Bukan Pekerja dan anggota keluarganya terdiri atas: 
1) Investor  
2) Pemberi Kerja 
3) Penerima Pensiun 
4) Veteran  
5) Perintis Kemerdekaan  





7) Bukan Pekerja yang tidak termasuk nomor 1 sampai dengan 
nomor 5 yang mampu membayar iuran. 
7. Penerima pensiun terdiri atas: 
1) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun.  
2) Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak 
pensiun.  
3) Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun.  
4) Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun 
sebagaimana dimaksud pada nomor 1, 2 dan 3 yang mendapat 
hak pensiun.  
5) Penerima pensiun selain nomor 1, 2 dan 3.  
6) Janda, duda atau anak yatim piatu dari penerima pensiun 
sebagaimana dimaksud pada nomor 5 yang mendapat hak 
pensiun. 
8. Anggota keluarga meliputi istri/suami yang sah, anak kandung, 
anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, 
sebanyakbanyaknya 5 (lima) orang. 
9. Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah dan anak angkat 
yang sah dengan kriteria: 





2) Belum berusia 21 tahun atau belum berusia 25 tahun yang 
masih melanjutkan pendidikan formal. 
3) Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan dapat mengikutsertakan 
anggota keluarga yang lain.  
4) Anggota keluarga yang lain meliputi anak ke 4 (empat) dan 
seterusnya, ayah, ibu dan mertua. 
h. Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Menurut Peraturan BPJS Kesehatan 
No. 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan 
(Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan) 
a) Pelayanan kesehatan meliputi semua fasilitas kesehatan tingkat 
pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, fasilitas kesehatan 
lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang bekerjasama dengan BPJS 
Kesehatan termasuk fasilitas kesehatan penunjang yang terdiri atas: 
laboratorium; instalasi farmasi Rumah Sakit; apotek; unit transfusi 
darah/Palang Merah Indonesia; optik; pemberi pelayanan Consumable 
Ambulatory Peritonial Dialisis (CAPD); dan praktek Bidan/Perawat 
atau yang setara. 
b) Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan terdiri atas: 
Pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama; 
Pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan; 




medik habis pakai; Pelayanan ambulance; Pelayanan skrining 
kesehatan; dan Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri. 
i. Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Menurut Peraturan BPJS Kesehatan 
No. 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan 
(Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama). 
a) Fasilitas kesehatan tingkat pertama terdiri dari: Puskesmas atau yang 
setara; Praktik dokter; Praktik dokter gigi; Klinik Pratama atau yang 
setara termasuk fasilitas kesehatan tingkat pertama milik TNI/POLRI; 
dan Rumah sakit Kelas D Pratama atau yang setara. 
b) Pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama terdiri 
atas: 
1) Pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama 
2) Pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama 
3) Pelayanan kesehatan gigi  
4) Pelayanan kesehatan oleh bidan dan perawat. 
c) Pelayanan Kesehatan oleh Bidan dan Perawat di Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama 
1) Dalam hal di suatu kecamatan tidak terdapat dokter berdasarkan 
penetapan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat, Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dapat bekerja sama 





2) Pemberian pelayanan kesehatan oleh Bidan dan Perawat dalam hal 
suatu kecamatan tidak terdapat dokter meliputi pelayanan bidan 
dan perawat dengan cakupan pelayanan bidan dan perawat sesuai 
dengan kompetensi dan kewenangannya. 
3) Bidan dan perawat hanya dapat melakukan rujukan ke dokter 
dan/atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama 
kecuali dalam pertolongan persalinan, kondisi gawat darurat atau 
pasien dengan kondisi khusus di luar kompetensi dokter atau 
dokter gigi fasilitas Kesehatan tingkat pertama. 
j. Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Menurut Peraturan BPJS Kesehatan 
No. 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan 
(Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan) 
a) Pelayanan Kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan harus 
diberikan kepada peserta berdasarkan rujukan dari fasilitas kesehatan 
tingkat pertama pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan 
b) Fasilitas kesehatan tingkat lanjutan terdiri atas: 
1) Klinik utama atau yang setara;  
2) Rumah sakit umum; dan 
3) Rumah sakit khusus. 
4) Rumah Sakit umum dan Rumah Sakit khusus dapat berupa 




maupun Rumah Sakit Swasta yang bekerjasama dengan BPJS 
Kesehatan. 
c) Dalam menjalankan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, Fasilitas 
kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan wajib melakukan 
sistem rujukan berjenjang. 
d) Peserta dapat dikecualikan dari sistem pelayanan kesehatan rujukan 
berjenjang pada fasilitas kesehatan pertama apabila: terjadi keadaan 
gawat darurat; bencana; kekhususan permasalahan kesehatan pasien; 
pertimbangan geografis; dan pertimbangan ketersediaan fasilitas. 
e) Kekhususan permasalahan kesehatan pasien hanya untuk kasus yang 
sudah ditegakkan rencana terapinya dan terapi tersebut hanya dapat 
dilakukan di fasilitas kesehatan lanjutan.  
f) Pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan terdiri 
atas: Pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan; dan Pelayanan 
kesehatan rawat inap tingkat lanjutan. 
g) Pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan kepada peserta 
dilakukan apabila diperlukan berdasarkan indikasi medis yang 
dibuktikan dengan surat perintah rawat inap dari dokter. 
k. Iuran bagi peserta BPJS 
a) Bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan iuran 




b) Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga 
Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota 
Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri 
sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan 
ketentuan : 3% (tiga persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 2% (dua 
persen) dibayar oleh peserta.  
c) Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, 
BUMD dan Swasta sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari Gaji 
atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% (empat persen) dibayar 
oleh Pemberi Kerja dan 0,5% (nol koma lima persen) dibayar oleh 
Peserta. 
d) Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri 
dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran 
sebesar sebesar 1% (satu persen) dari dari gaji atau upah per orang per 
bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah. 
e) Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara 
kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll); peserta pekerja bukan 
penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar: 
1) Sebesar Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per 
bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. 
2) Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang per bulan 




3) Sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang 
per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I 
f) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan 
janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis 
Kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 45% 
(empat puluh lima persen) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan 
ruang III/a dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per bulan, 
dibayar oleh Pemerintah. 
g) Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan. 
B. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim 
1. Pengertian Putusan Hakim 
Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam 
persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi 
putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan 
suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. 
Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan 
Hakim itu merupakan: 
“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam 
persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah 
melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya 




tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan 
menyelesaikan perkara.”10 
Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, 
yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap 
peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara 
hukum11Menurut buku Peristilahan Hukum dalam Praktik yang 
dikeluarkan Kejaksaan Agung Republik Indonesi,47 menyatakan bahwa 
putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah 
dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat 
berbentuk tulisan ataupun lisan.12 
Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: 
a. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan 
dasar-dasar putusan itu, juga harus menuat pula pasal-pasal 
tertentu dari peraturanperaturan yang bersangkutan atau sumber 
hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 
b. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-
hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang. 
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diakses pada tanggal 29 Mei 2020 jam 12.33 
12Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri 




c. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan 
berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh 
ketua dan panitera. 
Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai 
dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam 
mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut : 
a. Putusan Akhir  
Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di 
persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan 
maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. 
Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap 
pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu : 
a) putusan gugur  
b) putusan verstek yang tidak diajukan verzet 
c) putusan tidak menerima  
d) putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang 
memeriksa Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, 
kecuali bila undang undang menentukan lain. 
b. Putusan Sela 
Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam 




jalannya pemeriksaan.putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, 
tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya 
pemeriksaan.Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak 
dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara 
persidangan saja.  
Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk 
umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang 
turut bersidang.Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir 
karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula 
pada putusan akhir.  
Kemudian putusan Hakim dalam acara pidana terbagi menjadi tiga 
macam putusan yaitu: 
1. Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP 
Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang di 
jatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang 
kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan 
kepadanya dinyatakan tidak terbukti sacara sah dan 
meyakinkan.  
Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) 
KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ perbuatan 




meyakinkan ” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian 
hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti 
menurut ketentuan hukum acara pidana.  
Dari ketentuan tersebut di atas, berarti putusan bebas 
ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis 
hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-
Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh 
di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa 
dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak 
cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi memenuhi 
asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang 
didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat 
bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar 
cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus 
dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 
sah.13 
2. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum 
Merupakan Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa 
yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat 
pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa 
                                                          




terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak 
pidana.(Pasal 191 ayat (2) KUHAP) 
Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat di temukan 
dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan:“Jika 
pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan 
kepada terdakwa terbukti,tetapi perbuatan itu tidak merupakan 
suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala 
tuntutan”. 
3. Putusan yang mengandung pemidanaan 
Merupakan putusan yang membebankan suatu pidana 
kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti 
secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah 
melakukan perbuatan yang didakwakan itu.(Pasal 193 ayat (1) 
KUHAP). 
Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHAP 
yang berbunyi:“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa 
bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan 






2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Perkara 
Dasar pertimbangan berasal dari dua suku kata, yakni dasar dan 
timbang, kata “dasar” dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pokok 
atau pangkal. Kata “timbang” berarti tidak berat sebelah, sama berat, dan 
pertimbangan artinya pendapat (baik atau buruk). Sedangkan kata hakim 
secara etimologis berasal dari bahasa Arab Hakam. Pengertian hakim 
adalah: 
a. Orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah) 
b. Orang-orang pandai, budiman dan ahli: orang yang bijaksana.14 
Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu 
kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) 
UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman 
yang menentukan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, 
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 
di dalam masyarakat”. 
Berdasarkan aturan hukum tersebut,terdapat norma hukum, 
mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai 
hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Untuk 
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memenuhi norma tersebut, maka hakim harus mengambil kebijaksanaan 
hukum. Penentuan atas tuntutan rasa keadilan yang harus di terapkan oleh 
hakim dalam memutus suatu perkara, secara teori para hakim akan melihat 
konsep-konsep keadilan yang telah baku, konsep keadilan tersebut 
sepanjang sejarah telah banyak macamnya, sejak zaman yunani kuno dan 
romawi keadilan dianggap sebagai salah satu dari kebajikan 
utama(cardinal virtue). Dalam konsep ini keadilan merupakan kewajiban 
moral yang mengikat para anggota masyarakat dalam hubungannya yang 
satu terhadap yang lainnya. 
Konsep keadilan sebagai suatu kebajikan tertentu berasal dari filsuf 
yunani kuno, yaitu Plato (427-347 sebelum masehi) yang dalam bukunya 
Republic mengemukakan adanya 4 kebijakan pokok dari konsep keadilan, 
yakni kearifan (wisdom), Ketabahan (caurage), pengendalian diri 
(discipline) dan keadilan (justice). 
Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi 
cenderung mengedepankan pertimbangan hukum normatif dengan 
mengabaikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat. Putusan tersebut menimbulkan kontroversi paradigmatik 
pemikiran, formal dan substansial. Penalaran hukum hakim tingkat kasasi 
lebih mengedepankan pada kaidah normatif dan legalis formal. Akibatnya 
putusan hakim Mahkamah Agung menunjukkan tiga polarisasi pemikiran 




penalaran hukum hakim yang ditawarkan lebih dioreintasikan pada 
perubahan cara berfikir, sikap dan tanggungjawab yang berparadigma 
holistik- komprehensif. 
Rekomendasi Diperlukan bagi perubahan yang sangat fundamental 
menyangkut pertimbangan dan penalaran hukum hakim. Perubahan 
tersebut harus diterjemahkan berbentuk revisi peraturan perundang-
undangan yaitu Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman dan Pasal 11 UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah 
Agung. Sehingga perubahan yuridis ini menjadi dasar pijakan untuk 
dilakukan transformasi yang mendalam. Perlunya penormaan tentang 
judicial liabilty, sehingga Hakim Agung punya pertanggungjawaban jelas 
atas putusannya. Mahkamah Agung perlu meningkatkan peran dan 
kapasitas eksaminasi (legal anotation) yang dilakukan selama ini, supaya 
tidak sekedar memenuhi persyaratan formalitas kenaikan pangkat tetapi 
untuk menilai kualitas putusan yang memenuhi nilai-nilai hukum dan rasa 
keadilan yang hidup dalam masyrakat   
3. Asas – Asas Putusan Pengadilan 
Asas - asas Putusan Hakim dijelaskan dalam pasal 1778 HIR, Pasal 
189 Rbg dan pasal 19 yang terdapat dalam Undang-Undang No.4 Tahun 
2004 tentang kekuasaan kehakiman. 




Berdasarkan asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim 
harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup karena 
putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan 
yang tidak cukup pertimbangan atau onvoldoende gemotiveerd 
(insuffcient judgement). Alasan – alasan hukum yang menjadi dasar 
pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan : pasal – pasal tertentu 
peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, Yurisprudensil, 
atau Doktrin hukum. 
Hal ini ditegaskan dalam pasal 23 UU No.14 Tahun 1970, 
sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang 
dalam pasal 25 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004, yang menegaskan 
bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan 
peraturan perundang-undangan tertentu yang disangkutan dengan 
perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tertulis maupun 
yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut pasal 178 ayat 
(1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara ex offcio, wajib 
mencukupkan segala cara alasan hukum yang tidak dikemukakan 
para pihak yang berperkara.15 
Untuk memenuhi kewajiban itu, pasal 27 ayat (1) UU No.14 
Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No.35 Tahun 1999, 
sekarang dalam pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 
                                                          




memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak 
hukum dan keadilan, waajib menggali, mengikuti, dan memahami 
nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut 
penjelasan pasal ini, hakim berperan dan bertindak sebagai perumus 
dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat. 
b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan 
Asas kedua, digariskan dalam pasal 178 ayat (2) HIR, pasal 
189 ayat (2) RBG, dan pasal 50 Rv. Putusan harus total dan 
menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang 
diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan 
sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara 
mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang 
digariskan undang-undang.16 
c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan 
Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang 
dikemukakan dalam gugatan. Larang ini disebut ultra petitum 
partium. Asas ini ditegaskan dalam pasal 178 ayat (3) H.I.R., 
pasal 189 ayat (3) R.Bg, dan pasal 50 Rv . pada asas ini hakim 
tidak boleh mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, 
dianggap telah melampaui batas wewenang atau ultra vires yakni 
bertindak melampaui wewenangnya (beyond the powers of his 
                                                          




authority). Apabila suatu putusan mengandung ultra petitum, 
harus dinyatakan cacat (invailid) meskipun hal itu dilakukan 
hakim dengan baik ( good faith) maupun sesuai dengan 
kepentingan umum (public interest). dimana hakim bertindak 
pasif.17 
Asas tersebut tidak hanya melarang hakim untuk menjatuhkan 
putusan yang mengabulkan melebihi tuntutan, melainkan juga 
putusan yang mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diminta 
dalam tuntutan, karena hal tersebut nyata-nyata melanggar asas 
ultra petitum, sehingga mengakibatkan putusan itu harus 
dibatalkan pada tingkat selanjutnya.18 
d. Diucapkan dimuka umum 
Prinsip putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang 
terbuka untuk umum atau di muka umum, ditegaskan dalam pasal 
20 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan 
kehakiman, yaitu :“semua putusan pengadilan hanya sah dan 
mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang 
umum.” 
Berdasarkan S.E.M.A. No. 4 Tahun 1974 yang dikeluarkan 
pada tanggal 16 september 1974 Mahkamah Agung menegaskan 
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bahwa prinsip keterbukaan harus dilakukan di dalam ruang sidang 
yang berada pada lingkungan gedung pengadilan yang telah 
ditentukan untuk itu, bukan diruangan lainnya meskipun masih 
berada dalam lingkup gedung pengadilan.19 Karena hal ini 
merupakan pelanggaran terhadap tata tertib beracara yang 
digariskan pada pasal 121 ayat (1) H.I.R. dan pasal 20 Undang-
undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang 
menentukan pengucapan putusan yang dilakukan secara terbuka 
didalam sidang pengadilan. 
Dalam prinsip keterbukaan tidak terlepas dengan kebebasan 
mendapatkan informasi (the freedom of information), dimana 
setiap orang atau warga negara berhak untuk memperoleh 
informasi yang luas dan akurat tentang penyelenggaraan 
kekuasaan kehakiman (judicative power) yang tidak lain daripada 
pelaksanaan kekuasaan negara dibidang peradilan (judicial power 
of the state) dalam menyelesaikan suatu perkara.20  
4. Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan 
Dalam pasal 180 H.I.R dan Pasal 191 R.Bg menyebutkan adanya suatu 
putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , maka dari 
sini terdapat pula putusan hakim yang belum mempunyai hukum tetap. 
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Putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan 
yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk 
menggunakan upaya melawan putusan tersebut. Sedangkan putusan 
hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak 
ada kesempatan untuk menggunakan upaya hukum biasa, jadi putusan 
tersebut tidak dapat lagi diganggu gugat.21 
Menurut doktrin, dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap terdapat 3 (tiga) acam kekuatan untuk dapat dilaksanakan, 
yaitu : 
a. Kekuatan mengikat 
Putusan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan 
menetapkan hak atau hukumnya. Apabila pihak yang bersengketa tidak 
dapat menyelesaikan sengketa diantaranya secara damai dan 
meyerahkan serta mempercayakan engketa tersebut kepada pengadilan 
untuk diperiksa dan diadili terhadap para pihak yang bersengketa. 
b. Kekuatan Pembuktian 
Putusan dalam bentuk teertulis yang merupakan akta ontentik yang 
tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para 
pihak, yang akan dipeerlukan untuk mengajukan upaya hukum. 
Meskipun putusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan mengikat 
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terhadap pihak ketiga, namun mempunai kekuatan pembuktian 
terhadap pihak keiga. 
c. Kekuatan Executoriaal 
Kekuatan eksekutorial adalah putusan di maksudkan untuk 
menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa atau menetapkan hak 
atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya 
(eksekusinya) secara paksa.Untuk itu apa yang telah ditentukan majelis 
hakim dalam putusannya harus dilaksanankan walaupun banyak orang 
membantahnya. Kekuatan eksekutorial putusan hakim tidak dapat 













HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Putusan MA Nomor 7 P/HUM  Tahun 2020 Tentang Pembatalan Iuran 
BPJS Kesehatan. 
Pada 1 Januari 2019, pemerintah secara resmi memberlakukan kebijakan 
kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan yang berdasar pada Peraturan Presiden 
Nomor 64 Tahun 2020. Perpres ini sendiri berisikan perubahan atas Peraturan 
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Secara spesifik, di 
dalam Perpres tersebut, diatur mengenai kenaikan tarif iuran untuk para peserta 
program JKN BPJS Kesehatan yang terbagi ke dalam tiga segmentasi. 
Pemerintah pusat berargumen bahwa kebijakan kenaikan tarif iuran ini 
dipandang perlu, demi memperbaiki tata kelola asuransi kesehatan bagi rakyat 
secara keseluruhan. Namun nyatanya, alih-alih disambut, masyarakat justru 
dibuat kalut. Kebijakan tersebut menuai kritik keras dari berbagai pihak. Belum 
lagi adanya sikap dari lembaga negara terkait yang seolah tidak pro rakyat dan 
cenderung tertutup.22 
Penulis berpendapat bahwa alasan pengadaan dan pemberlakuan regulasi 
terkait program JKN BPJS Kesehatan tidak lain merupakan manifestasi dari 
cita-cita bangsa Indonesia. Ia ada sebagai pemenuhan salah satu anasir 
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kesejahteraan umum yang memang sepantasnya diwujudkan. Sebagaimana 
tercantum di dalam Alinea ke-2 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi sebagai 
berikut: 
“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah 
sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa 
mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan 
negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.” 
 
Kemudian, cita-cita bangsa terkait ihwal memajukan kesejahteraan umum 
tersebut juga selaras dengan tujuan bangsa Indonesia. Secara eksplisit, hal ini 
tercantum di dalam Alinea ke-4 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi sebagai 
berikut: 
“ … melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial … “ 
 
Tidak hanya itu, pengadaan dan pemberlakuan peraturan terkait program 
JKN BPJS Kesehatan tersebut sejatinya ialah realisasi dari perwujudan 
penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Dalam hal ini, konteksnya 
ialah hak asasi milik warga negara sebagaimana termaktub di dalam Pasal 28 H 
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut: 
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat 
tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”23 
 
Tegasnya, setiap orang berhak akan kepastian perlindungan dan 
kesejahteraan sosial. Sebagai bentuk personifikasi dari negara, pemerintah 





merupakan subjek hukum. Sebagai subjek hukum, pemerintah diberikan hak 
untuk melakukan tindakan-tindakan (bestuurhandlingen) agar dapat 
menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. Oleh karenanya, dengan adanya tindakan-tindakan itu, pemerintah 
wajib menjamin hak dari setiap warga negara tersebut.24 
Pada 24 Oktober 2019, presiden meneken Peraturan Presiden Nomor 75 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 
tentang Jaminan Kesehatan (Perpres tentang Jaminan Kesehatan Perubahan 
Pertama). Peraturan ini diusulkan oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati, 
kemudian ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 210. Pemerintah menganggap diperlukan adanya peningkatan 
kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan. Sehingga, 
dibutuhkan penyesuaian beberapa ketentuan yang pada akhirnya mempelopori 
lahirnya Perpres tersebut.25 
Melalui wawancara penulis dengan salah satu pegawai BPJS Kesehatan Kota 
Tegal yang bernama Ibrahim Aji, beliau berpedapat bahwa: “BPJS Kesehatan 
tiap tahunnya mengalami deficit keuangan fluktuatif sejak tahun 2014 hingga 
kini. Pada Tahun 2014 defisit keuangan “hanya” berada pada angka 1,9 triliun, 
kemudian pada tahun 2015 mengalami kenaikan dan mencapai angka 9,4 
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triliun, ditahun 2016 mengalami penurunan menjadi 6,7 triliun, kembali 
melonjak pada tahun 2017 mencapai angka 13,8 triliun, serta mengalami 
penurunan kembali menjadi 9,1 triliun pada tahun berikutnnyaa.”26 
“Banyaknya masyarakat yang mendaftarkan diri pada saat sakit dan lalu 
berhenti membayar iuran setelah mendapat kesehatan adalah salah satu faktor 
yang menjadi akar permasalahan defisit keuangan BPJS Kesehatan” tutur 
Ibrahim Aji pada Penulis. Pendapat beliau serupa dengan yang disampaikan 
oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menjelaskan ada empat akar 
permasalahan defisit keuangan BPJS Kesehatan yaitu sebagai berikut:27 
1. Struktur iuran BPJS masih dibawah perhitungan aktuaria atau  underpiced 
Maksdunya disini adalah iuran yang terlalu kecil dengan manfaat yang 
terlalu banyak, maka resikonya terlalu tinggi dengan jumlah peserta yang 
banyak. 
2. Banyaknya Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dari sektor mandiri 
atau informal yang hanya mendaftar pada saat sakit lalu berhenti 
membayar iuran setelah mendapatkan layanan kesehatan.  
3. Tingkat keaktifan peserta mandiri atau informal yang cukup rendah atau 
hanya sekitar 54%, Sementara tingkat utilisasi atau penggunaannya dinilai 
oleh Sri Mulyani sangat tinggi. 
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4. beban pembiayaan BPJS Kesehatan pada penyakit katastropik  yang 
sangat besar. Tercatat, beban pembiayaan mencapai lebih dari 20% dari 
total biaya manfaat. 
Dari hasil analisa penulis terbentuknya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 
tentang Jaminan Kesehatan, adalah benar dengan menaikan jumlah tarif iuran 
kepada PBPU, akan tetapi dengan jumlah kenaikan yang diberikan adalah tidak 
benar, karena dengan jumlah kenaikan sebesar itu menjadi permasalahan baru 
di masyarakat. Seperti penuturan salah satu masyarakat pengguna layanan BPJS 
Kesehatan yang mengatakan bahwa “ jumlah nominal kenaikan tarif iuran BPJS 
Kesehatan yang tinggi merugikan masyarakat, karena bagi masyarakat yang 
memiliki pendapatan minim belum tentu dapat tiap bulannya mengangsur iuran 
tersebut” tutur beliau kepada penulis.28 
Penulis dapat mengatakan bahwa jika memang benar BPJS mengalami 
defisit keuangan yang disebabkan kurangnya pemasukan, maka sepatutnya 
pemerintah perlu memberlakukan regulasi yang menitikberatkan pada peserta 
BPJS untuk bersikap lebih kooperatif. Pemerintah perlu menetapkan regulasi 
yang berfokus pada bagaimana agar peserta mampu berkontribusi untuk 
mengatasi defisit yang terjadi, bukan regulasi yang justru membuat mereka 
mendengus dan berlalu pergi. 
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Setelah Hakim Mahkamah Agung  mengkaji dalil-dalil yang diberikan oleh 
pemohon dan termohon beserta dengan bukti-buktinya berpendapat sebagai 
berikut: bahwa pertanyaan hokum yang akan timbul dalam perkara ini adalah 
apakah Penerapan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres No. 75 Tahun 2019 telah 
memperhitungkan efektivitas ketentuan tersebut di dalam masyarakat, baik 
secara filosofi, yuridis maupun sosiologis. Guna menjawab pertanyaan tersebut 
dalam putusan tersebut hakim memaparkan sebagai berikut: 
a. Aspek Yuridis  
Bahwa Perpres Nomor 75 Tahun 2019 menyebutkan: 
Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
(1) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta PB yaitu sebesar:  
a) Rp 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per 
orangper bulan dengan manfaat pelayanan di ruang 
perawatan kelas III 






(2) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai 




Bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional. 
Pasal 2: Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan 
berdasarkan asas kemanusian, asas manfaat, dan asas 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; 
Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial. 
Pasal 2: BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial 
nasional berdasarkan asas: a. kemanusiaan; b. manfaat; dan 
c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; 
Bahwa secara konstitusional Sistem Jaminan Sosial 
Nasional, dan BPJS dijabarkan secara operasional pada Perpres 
Nomor 75 Tahun 2019 
sebagaiperubahanatasPerpressebelumnyayangpadapokoknyamen
gatur tentang pemberian jaminan hak atas pelayanan kesehatan 
dan hak atas jaminan sosial. Perundang-undangan tersebut 
merupakan derivasi dari ketentuan dasar negara Republik 
Indonesia, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 28H ayat (1) dan 
ayat (3), serta Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undamg-Undang 







tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik 
dansehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang 
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai 
manusia yang bermartabat. 
Pasal 34 
(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh 
rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak 
mampu sesuai dengan martabatkemanusiaan. 
(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas 
pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yanglayak. 
BahwaPenjelasanUmumRomawiIalineapertamadankeduaAtas 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasionalmenyatakan: 
 Pembangunan sosial ekonomi sebagai salah satu 
pelaksanaankebijakan pembangunan nasional telah 
menghasilkan banyak kemajuan, di antaranya telah 




harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil, dan merata 
menjangkau seluruhrakyat. 
 Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan 
tantangan berikut tuntutan penanganan berbagai persoalan yang 
belum terpecahkan. Salah satunya adalah penyelenggaraan 
jaminan sosialbagi seluruh rakyat, yang diamanatkan dalam 
Pasal 28H ayat (3) mengenai 
hakterhadapjaminansosialdanPasal34ayat(2)Undang-
UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 




1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan 
perlindungan 
minimumkepadasetiaptenagakerja.Sejalandenganketentuanters
ebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
dalam TAP Nomor 
X/MPR/2001menugaskanPresidenuntukmembentukSistemJami
nan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan 




Bahwa Penjelasan Umum Romawi I alinea ketiga dan keempat 
Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
menyatakan: 
 Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur 
kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita 
bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
 Oleh karena itu, setiap kegiatan  dan  upaya  untuk  
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, 
partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat 
penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia 
Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta 
pembangunan nasional. 
Bahwa Penjelasan Umum Romawi I alinea ketiga, keempat, 
kelima Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan: 
 Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Bangsa Indonesia 




Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial 
nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk 
badan hukum publik berdasarkan prinsip kegotong-royongan, 
nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, 
kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan 
Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk 
pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya 
kepentingan Peserta; 
 Pembentukan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 
perkara Nomor 007/PUU-III/2005, guna memberikan kepastian 
hukum bagi pembentukan BPJS untuk 
melaksanakanprogramJaminanSosialdiseluruhIndonesia.Undan
g- Undang ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) dan 
Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan 
pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan 
transformasi kelembagaan PT Askes (Persero), PT Jamsostek 




menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Transformasi 
tersebut diikuti adanya pengalihan peserta, program, aset dan 
liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban; 
 Dengan Undang-Undang ini dibentuk 2 (dua) BPJS, yaitu 
BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan 
menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS 
Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan 
kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan 
jaminan kematian. Dengan terbentuknya kedua BPJS tersebut 
jangkauan kepesertaan program jaminan sosial akan diperluas 
secarabertahap; 
Bahwa berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional junctis 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial tersebut di atas, jaminan kesehatan 
merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan 
yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia. 
Oleh karena itu, negara menetapkan Sistem Jaminan Sosial 
Nasional bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan 




dalam Pasal 28 ayat (1), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat 
(3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; 
Bahwa kewenangan Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden 
didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang 
menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang 
tampuk kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 
Atas dasar ketentuan konstitusional tersebut, Presiden diberikan 
kewenangan untuk memutuskan (beslissendebevoegheid) dan 
mengatur (regelendebevoegheid). Peraturan Presiden adalah 
merupakan kewenangan Presiden yang bersifat mengatur 
(regelendebevoegheid) yang bertujuan agar penyelenggaraan 
pemerintahan dapat berjalan dengan baik. 
Bahwa untuk memberikan jaminan sosial yang 
menyeluruh kepada seluruh rakyat Indonesia, dan untuk 
mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional sebagaimana 
yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang- 
Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial, Presiden diberikan kewenangan untuk 
mengaturnya dalam hal ini menetapkan Peraturan Presiden 
tentang Jaminan Kesehatan, sehingga diterbitkan Perpres Nomor 




diantaranya Perpres Nomor 12 Tahun 2013, Perpres Nomor 111 
Tahun 2013, Perpres nomor 19 Tahun 2016, Perpres Nomor 28 
Tahun 2016, yang kemudian disempurnakan melalui Perpres 
Nomor 82 Tahun 2018; 
Bahwa Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan 
programjaminan sosial kesehatan masyarakat tersebut di atas 
merupakan suatu pemberian pengharapan yang sangat besar 
kepada masyarakat yang tentu sudah dipertimbangkan dari 
segala aspek yang terkait oleh pemerintah, terutama aspek 
penganggarannya. Oleh karena itu, kenaikan iuran BPJS yang 
telah mengecewakan masyarakat pada umumnya dinilai 
bertentangan dengan asas pengharapan yang layak, yaitu 
pemerintah harus bertanggungjawab sepenuhnya untuk 
mewujudkan harapan yang sudah diberikan kepada masyarakat 
menjadi kenyataan; 
Namun demikian pada konsideran faktual  Perpres Nomor 75 
Tahun 2019, ternyata tidak mempertimbangkan kemampuan 
masyarakat untuk membayar kenaikan iuran BPJS. Pertimbangan 
faktual hanya menekankan pada penyesuaian iuran, karena adanya 
defisit anggaran. 
Berdasarkan  fakta  yang  tak  perlu  dibuktikan  lagi (notoir 




pemerintah telah beberapa kali melakukan penyesuaian dan 
menyuntikkan dana, akan tetapi anggaran BPJS masih saja defisit. 
Oleh karena itu, menurut Mahkamah Agung ada akar masalah yang 
terabaikan dipertimbangkan,yaitu manajemen atau tata kelola BPJS 
secara keseluruhan. Dengan demikian, menurut Mahkamah Agung, 
ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 
tidak didasarkan pada pertimbangan yang memadai; 
Sehingga, secara mutatis mutandis dapat disimpulkan bahwa 
kenaikan Iuran bagi Peserta BPJS sebagaimana yang diatur dalam 
ketentuan Pasal 34 ayat 1dan2 Perpres No. 75 Tahun 2019, adalah 
ketentuan yang nyata-nyata tidak sejalan dan bertentangan dengan 
ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menggariskan bahwa:“Sistem 
Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas 
kemanusian, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia” dan bertentangan Pasal 2 Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial, yang menekankan bawa penyelenggaran sistem jaminan 
sosial nasional oleh BPJS harus berdasarkan pada asas: a. 
Kemanusiaan, b. manfaat; dan c.keadilan sosial bagi seluruh 




(1) dan (2) Perpres No.75 Tahun 2019 dinilai mengandung cacat 
yuridis secara substansi; 
b. Aspek Sosiologis 
Sehubungan dengan kewenangan Presiden yang bersifat 
mengatur dalam hal ini penerbitan Perpres No.75 Tahun 2019, 
selanjutnya timbul pertanyaan hukum, yaitu apakah penerbitan 
peraturan tersebut telah melalui kajian yang mendalam dengan 
mempertimbangkan segala aspek sosial ekonomi dan apakah telah 
melibatkan seluruh pengambil kebijakan dengan memperhatikan 
kemampuan membayar masyarakat  pada  saat  perumusan  materi  
muatankenaikan iuranbagi Peserta PBPU dan Peserta BP 
ditetapkan, menurut Mahkamah Agunghal- hal  inilah  yang  perlu  
mendapat  perhatian  dan  dipertimbangkan secara mendalam guna 
menghindari konflik penafsiran terhadap penyelenggaraan program 
jaminan sosial; 
Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut, Termohon 
dalam jawabannya menjelaskan bahwa terhadap rencana kenaikan 
iuran JKN,telah dilaksanakan rapat kerja gabungan antara 
pemerintah (Menteri Kesehatan, Menteri Koordinator 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, 
Menteri Sosial, Menteri PPN/KetuaB APENNAS),Direktur Utama 




XIDPRRI, pada tanggal 2 September 2019 membahas penyesuaian 
iuran BPJS dan Peta Jalan JKN; 
Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah Agung 
mempertimbangkan sebagai berikut; 
1. Untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program 
jaminan kesehatan dengan menetapkan perpres No. 75/2019 
2. Untuk menyatakan permasalahan defisit Dana Jaminan 
Sosial (DJS) Kesehatan berupa besaran iuran yang berlaku 
saat ini sudah tidak dapat membiayai klaim layanan 
kesehatan, maka Penyesuaian besaran iuran JKN perlu 
dilakukan guna peningkatan kualitas dan kesinambungan 
program jaminan kesehatan, mengingat penyesuaian besaran 
iuran JKN terakhir kali dilakukan pada tahun 2016 melalui 
Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2016 Perubahan Kedua 
atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang 
JaminanKesehatan. 
3. Jika penyesuaian besaran iuran JKN tidak dilaksanakan, 
makaberdasarkan perhitungan aktuaria terkini, diproyeksikan 
besaran defisit program JKN akan terus membesar bahkan 
dapat mencapai Rp75 Triliun di tahun2023; 
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 




akan berimbas kepada semakin besarny adefisit Dana Jaminan 
Sosial (DJS) pada tahun-tahun berikutnya, yang pada akhirnya 
mempengaruhi peningkatan kualitas dan kesinambungan 
program jaminan kesehatan. 
5. Selanjutnya melalui Perpres No. 75 Tahun 2019, Termohon 
melakukan penyesuaian besaran iuran JKN dengan 
menaikkan iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP 
sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan 
2 Perpres No. 75 Tahun 2019; 
Menimbang bahwa untuk mengurai persoalan demikian, 
dibutuhkan sikap kehati-hatian dan kebijaksanaan dari Para 
Hakim Mahkamah Agung dalam mengadili Permohonan Hak 
Uji Materiil yang diajukan pemohon. Hal tersebut perlu 
dilakukan guna mencari sumber persoalan defisit Dana Jaminan 
Sosial (DJS) sekaligus juga mencari solusi atas permasalahan 
tersebut. Untuk itu Mahkamah terlebih dahulu perlu 
menguraikan tentang apa itu Sistem Jaminan Sosial Nasional 
dan bagaimana proses berlangsungnya Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial; 
Bahwa penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional 
adalah perintah Ketentuan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat 




hak konstitusional setiap orang atas jaminan sosial yang 
menyeluruh bagi seluruh warga negara Indonesia. Amanat 
konstitusi tersebut kemudian dilaksanakan melalui UU No.40 
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang 
diundangkan pada tanggal 19 Oktober 2004; 
Bahwa UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional (SJSN) adalah dasar hukum untuk 
menyinkronkan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial 
yang telah dilaksanakan oleh beberapa badan penyelenggara 
agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta 
memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta. Dan 
agar penyelenggaraan SJSN ini mampu berjalan dengan baik, 
makamelalui Undang-Undang ini dibentuk Dewan Jaminan 
Sosial Nasional. 
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 40 Tahun 2004, 
dijabarkan bahwa Dewan Jaminan Sosial Nasional berfungsi 
merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan 
Sistem Jaminan Sosial Nasional, dengan tugas:  
a. Melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan 






c. mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan 
iurandantersedianyaanggaranoperasionalkepadaPemerintah; 
sedangkan kewenangannya adalah melakukan monitoring dan 
evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial; 
Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya 
tersebut, Dewan Jaminan Sosial Nasional bertanggung jawab 
langsung kepada Presiden; 
Bahwa Pasca putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara 
No. 007/PUU-III/2005, Pemerintah bersama DPR mengundangkan 
sebuah peraturan pelaksanaan UU No. 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional setingkat Undang-Undang, yaitu 
UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial Nasional (BPJS). 
BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan 
program jaminan sosial. BPJS bertanggungjawab kepada Presiden. 
Organ BPJS terdiri dari Dewan Pengawas dan Direksi. Anggota 
Direksi BPJS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Presiden 
menetapkan Direktur Utama.UU No. 24 Tahun 2011 membentuk 
dua BPJS, yaitu: 
1. BPJS Kesehatan, yang berfungsi menyelenggarakan 




2. BPJS Ketenagakerjaan, yang berfungsi menyelenggarakan 
program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, 
jaminan hari tua, dan jaminan pensiun; 
Bahwa selain itu, UU BPJS ini juga mengatur fungsi, tugas, 
wewenang dan tata kelola badan penyelenggara jaminan sosial, serta 
mengatur tentang tata cara pembubaran empat Persero penyelenggara 
program jaminan sosial berikut tata cara pengalihan aset, liabilitas, 
hak, kewajiban, dan pegawai keempat persero kepada BPJS; 
Bahwa dalam melaksanakan fungsi sebagai mana tersebut BPJS 
bertugas untuk: 
1. Melakukan dan/atau menerima pendaftaranpeserta; 
2. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan 
pemberi kerja; 
3. Menerima bantuan iuran dariPemerintah; 
4. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentinganpeserta; 
5. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program 
jaminan sosial; 
6. Membayarkanmanfaatdan/ataumembiayaipelayanankes




7. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan
 program jaminan sosial kepada peserta danmasyarakat. 
(Vide Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional); 
Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di 
atas BPJS berwenang: 
1. Menagih pembayaranIuran; 
2. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi 
jangka pendek dan jangka panjang dengan 
mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-
hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai; 
3. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas 
kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memanuhi 
kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan jaminan sosial nasional; 
4. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan 
mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang 
mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh 
Pemerintah; 





6. Mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau 
pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya; 
7. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang 
mengenai ketidak patuhannya dalam membayar iuran atau 
dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
8. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka 
penyelenggaraan program jaminansosial. 
(Vide Pasal 11 UU No.24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional); 
Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 
tersebut, BPJS diawasi oleh pengawas internal dan pengawas 
eksternal. Pengawasan internal dilaksanakan oleh organ 
BPJS,yaitu Dewan Pengawas dan sebuah unit kerja di bawah 
Direksi yang bernama Satuan Pengawas Internal. Sedangkan 
Pengawasan eksternal dilaksanakan oleh badan-badan di luar 
BPJS, yaitu DJSN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan 
Pemeriksa Keuangan(BPK). 
Bahwa berdasarkan uraian yang demikian, dapat disimpulkan 
hal- hal sebagai berikut: 




Nasional dibentuk dua lembaga, yaitu Dewan Jaminan 
Sosial Nasional (DJSN) dan Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Nasional (BPJS), yang struktur 
keanggotaannya diangkat, diberhentikan dan 
bertanggung jawab langsung kepada Presiden; 
2. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 
tersebut, BPJS diawasi oleh pengawas internal yang 
dilaksanakan oleh organ BPJS, yaitu Dewan Pengawas dan 
sebuah unit kerja di bawah Direksi yang bernama Satuan 
Pengawas Internal; 
Menimbang bahwa terhadap kedua hal tersebut di 
atas,Mahkamah Agung mempertimbangankan sebagai berikut: 
Menimbang bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan 
Kehakiman, yang menegaskan bahwa Pengadilan diwajibkan 
menggali, mengikuti, dan memahami   nilai-nilai   hukum   dan   
rasa   keadilan   yang   hidup  dalam masyarakat. Hal ini 
dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa 
keadilan masyarakat, oleh karena itu Mahkamah memandang 
perlu menguraikan tentang eksistensi Dewan Jaminan Sosial 




Nasional (BPJS) berikut sepak terjangnya; 
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 UU No. 40 
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional disebutkan 
bahwa Dewan Jaminan Sosial Nasional berfungsi merumuskan 
kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem 
Jaminan Sosial Nasional. Lembaga Dewan Jaminan Sosial 
Nasional ini secara resmi dibentuk melalui Keputusan Presiden 
(Keppres) Nomor 110 tahun 2008 tentang pengangkatan anggota 
DJSN tertanggal 24 September2008. 
Bahwa sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah 
Konstitusi atas Perkara No.007/PUU-III/2005, diundangkan UU 
No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Nasional (UU BPJS) sebagai peraturan pelaksanaan UU No.40 
Tahun 2004 setingkat Undang-Undang. 
Bahwa terkait sejarah pembentukannya, BPJS Kesehatan 
mulai resmi beroperasi terhitung sejak pada 1 Januari 2014 
sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang 
kesehatan. BPJS Kesehatan adalah transformasi dari PT Askes 
(Persero); 
Menimbang, bahwa apabila uraian di atas dihubungkan dengan 
Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 




IX dan XI DPRRI serta dikaitkan realitas BPJS Kesehatan saat 
ini,yaitu: 
 Anggaran BPJS Kesehatan yang selalu mengalami defisit 
setiap tahunnya, sehingga kesulitan dalam membayar utang 
ke Rumah Sakit sehingga mengakibatkan Rumah Sakit 
kesulitan juga dalam melakukan transaksi operasionalnya, 
seperti membeli obat, membayar dokter, dan para medis 
serta karyawan lainnya, membayar alat kesehatan dan 
sebagainya; 
 Permasalahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Peserta;  
 Tata kelola kepesertaan yang tidak konsiten dalam mendata 
masyarakat yang seharusnya ditanggung pemerintah. Hal 
tersebut karena tidak adanya kriteria terhadap warga miskin 
yang seharusnya berhak mendapatkan subsidi, sehingga 
menyebabkan alokasi subsidi iuran menjadi tidak tepat 
sasaran; 
 Manajemen dan perhitungan BPJS Kesehatan tidak 
dilakukan dengan baik, sehingga tidak mampu mendeteksi 
kecurangan yang dilakukan oleh peserta mereka memiliki 
taraf ekonomi relatif baik, namun berlaku curang guna bisa 




 Ketidakdiplinan masyarakat yang mampu secara financial 
dalam membayar iuran; 
 Perilaku tercela sejumlah peserta mandiri atau peserta bukan 
penerima upah (PBPU) yang menggunakan layanan jaminan 
kesehatan nasional (JKN) namun menunggak iuran BPJS 
Kesehatan; 
 Banyak rumah sakit rujukan yang melakulan pembohongan 
data, terkait dengan kategori rumah sakit sebagai Fasilitas 
Kesehatan Rujukan Tingkat Pertama (FKRTL) BPJS 
Kesehatan; 
 Pengobatan yang tidak perlu; 
 Kurangnya penegakan hukum sebagaimana diatur dalam PP 
86 Tahun 2013 berupa tidak dapat layanan publik terhadap 
perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya sebagai 
peserta BPJS; 
 badan usaha yang belum tertib bekerja sama dengan BPJS 
Kesehatan, berupa tidak mendaftarkan pekerja dan tidak 
melaporkan gaji dengan benar; 
 Tidak disiplinnya perusahaan dalam melakukan pembayaran 
iuran, sehingga Potensi penerimaan dari TPU Swasta 




 Penggunaan layanan lebih besar dari jumlah peserta; 
 Tingkat kepesertaan aktif dari pekerja bukan penerima upah 
masih rendah, 
 Validitas dan integritas data BPJS Kesehatan tidak valid; 
 Manajemen klaim dalam sistem BPJS Kesehatan yang tidak 
akurat; 
 Dan lain-lainsebagainya; 
Bahwa kondisi-kondisi di atas, menurut Mahkamah Agung, 
menunjukkan bahwa: (1) dalam perumusan kebijakan umum dan 
sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang 
dilaksanakan Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan (2) 
penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS, yang terjadi 
dalam praktek selama ini terdapat suatu persoalan. Persoalan 
dimaksud meliputi: 
1. Struktur hukum (legal structure), berupa belum adanya 
koordinasi yang baik (egosektoral) antara satu 
kementerian dengan kementerian lainnya dalam 
mengurus penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial; 
2. Substansi hukum (legal substance), berupa: adanya 
overlapping aturan yang diterapkan dan 




lainnya dalam proses penegakan hukum; 
3. Budaya hukum (legal culture), berupa masih banyaknya 
perilaku tercela dan tidak terpuji baik dari kalangan 
pengambil kebijakan, stakeholder maupun masyarakat di 
bidang jaminansosial. 
Bahwa kondisi-kondisi di atas, selanjutnya telah menimbulkan 
dampak sistemik secara langsung kepada masyarakat, diantaranya: 
 Diskriminasi dalam pemberian pelayanan pada pasien; 
 Pembatasan quota dan keterlambatan dokter dari jadwal 
yang sudah ditentukan; 
 Pelayanan administrasi yang tidak professional, tidak 
maksimal dan bertele-tele; 
 Sistem antrian, ketersediaan tempat tidur untuk rawat 











Kesehatansemuanya adalah obatgenerik; 
 dan lain-lainsebagainya; 
Bahwa dampak-dampak tersebut, menurut Mahkamah Agung, 
adalah sebagai akibat dari adanya: 
1. Ketidakseriusan Kementerian-kementerian terkait dalam 
berkoordinasi antara satu dengan yang lainnya dalam 
menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing yang 
berhubungan dengan penyelenggaraan program jaminan 
sosial ini; 
2. Ketidakjelasan eksistensi Dewan Jaminan Sosial Nasional 
dalam merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi 
penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional, karena 
hingga saat ini pun boleh jadi masyarakat belum 
mengetahui institusi apaitu 
3. Adanya kesalahan dan kecurangan (fraud) dalam 
pengelolaan dan pelaksanaan program jaminan sosial oleh 
BPJS 
4. Mandulnya Satuan Pengawas Internal BPJS dalam 
melaksanakan pengawasan, sehingga menimbulkan kesan 





Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut 
Mahkamah Agung, kesalahan dan kecurangan (fraud) dalam 
pengelolaan dan pelaksanaan program jaminan sosial oleh 
BPJS yang menyebabkan terjadinya defisit Dana Jaminan 
Sosial (DJS) Kesehatan, tidak boleh dibebankan kepada 
masyarakat, dengan menaikkan Iuran bagi Peserta PBPU dan 
Peserta BP sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 
ayat 1 dan 2 Perpres No. 75 Tahun 2019. Apalagi dalam 
kondisi ekonomi global saat ini yang sedang tidak menentu. 
Kesalahan dan kecurangan (fraud) pengelolaan dan 
pelaksanaan program jaminan sosial oleh BPJS tersebut 
haruslah dicarikan jalan keluar yang baik dan bijaksana dengan 
memperbaiki kesalahan dan kecurangan yang telah terjadi 
tanpa harus membebankan masyarakat untuk menanggung 
kerugian yang ditimbulkan. Pembiaran terhadap Kesalahan dan 
kecurangan (fraud) yang terjadi justru pada akhirnya akan 
merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenaitu, 
dibutuhkan kesadaran bersama berupa kehendak 
politik(political will) dari Presiden beserta jajarannya selaku 
pemegang kekuasaan pemerintahan dan niat baik (good will) 
dari masyarakat dan penyelenggaraprogram jaminan sosial, 




membenahi sistem  sekaligus meningkatkan  kualitas pelayanan 
program jaminan kesehatan yang sedang berjalan, agar tujuan 
untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan 
sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam 
Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) 
dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dapat terwujud; 
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kenaikan 
Iuran bagi peserta PBPU dan Peserta BP sebagaimana yang diatur 
dalam ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres No. 75 Tahun 2019 
secara sosiologis adalah bertentangan dengan kehendak 
masyarakat; 
c. Aspek Filosofis 
Bahwa dengan terbuktinya konsideran faktual PerpresNo.75 
Tahun 2019, yang tidak mempertimbangkan suasana kebhatinan 
masyarakat dalam bidang ekonomi saat ini, maka dengan 
sendirinya ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) yang secara sepihak 
menaikkan Iuran bagi Peserta BPJS dan guna menutup idefisit dana 
BJPS, diaggap telah melanggar pemberian pertimbangan secara 
adil dan berimbang (audi et alterem partem); 
Bahwa dengan demikian, pada hakikatnya kenaikan iuran BPJS 




tersebut, dalam kondisi ekonomi global yang sedang tidak menentu 
saat ini, dapat di nilai sebagai aturan yang tidak tepat  dan tidak 
sesuai dengan tuntutan rasa keadilan masyarakat. Hal ini sejalan 
dengan doktrin ilmu hukum sebagaimana dikemukakan oleh para 
ahli seperti John Rawls, J.Stuart Mill dan Jeremy Bentham yang 
menegaskan pada pokoknya bahwa Hukum harus berpihak kepada 
masyarakat tak mampu dan harus memberikan kemanfaatan yang 
sebesar-besarnya kepada masyarakat terbanyak, sehingga 
penerapan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tidak boleh 
membebankan masyarakat di luar kemampuannya, melainkan 
justru sebaliknya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya 
kepada rakyat Indonesia;. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari aspek 
yuridis, sosiologis dan filosofis tersebut di atas, terdapat cacat 
yuridis secara substansi pada ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) 
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, karena bertentangan 
dengan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menggariskan bahwa: 
“Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan 
asas kemanusian, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia” dan bertentangan Pasal 2 UU Nomor 24 




menekankan bawa penyelenggaran sistem jaminan sosial nasional 
oleh BPJS harus berdasarkan pada asas: a. Kemanusiaan, b. 
manfaat; dan c.keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis lebih lanjut dalam 
kondisi yang demikian, adalah menyebabkan Pasal 34 ayat 1 dan 2 
Perpres No. 75 Tahun 2019 a quo menjadi batal demi hukum 
(nietig) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh 
karena itu segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh ketetapan, 
kebijakan dan keputusan yang didasarkan pada ketentuan tersebut, 
dengan sendirinya dianggap tidak pernahada (extunc); 
Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum 
kepada masyarakat dan jaminan terhadap penyelenggaraan jaminan 
sosial agar dapat berjalan dengan baik, Mahkamah Agung 
memandang perlu menguraikan akibat hukum (legal effect) 
terhadap iuran yang terlanjur telah dibayarkan sebelum ketentuan 
Pasal 34 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 
dibatalkan. Hal demikian menurut Mahkamah Agung adalah 
menjadi otoritas pemerintah untuk mengaturnya lebih lanjut secara 
transparan dan bijaksana. 
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan 
tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan 




KetentuanPasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres No. 75 Tahun 2019, dan 
menolak permohonan selebihnya. 
Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya untuk sebagian 
permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon, maka 
Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara; 
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 3 ayat (1) huruf b 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 dan Pasal 8 ayat (1) 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011, Panitera 
Mahkamah Agung mencantumkan Salinan putusan ini dalam Berita 
Negara; 
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan 
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak 
Uji Materiil, serta peraturan perundang- undangan lain yang terkait; 
Melihat dalil-dalil dari pemohon dan termohon beserta bukti-
buktiyang dituangkan oleh keduanya dalam persidangan, hakim 




aspek sosiologis dan aspek filosofis yang dijelaskan di atas 
sebelumnya mengadili dan mutuskan sebagai berikut ini: 
1. Mengabulkan sebagian permohonan keberatan hak uji materiil 
dari Pemohon Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia 
(KPCDI) tersebut; 
2. Menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 
Jaminan Kesehatan, bertentangan dengan ketentuan 
perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 2 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 2 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial; 
3. Menyatakan Pasal 34ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 
Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat; 
4. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk 
selebihnya; 




mengirimkan Salinan putusan ini kepada Percetakan Negara 
untuk dicantumkan dalam Berita Negara; 
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp1.000.000,00 (satu jutaRupiah); 
Penulis disini menganalisa dan berpendapat bahwa putusan yang 
ditetapkan atau diputuskan oleh Mahkamah Agung adalah suatu keputusan 
yang tepat karena dalam pembentukan suatu perundang-undangan atau 
peraturan-peraturan yang ada haruslah berlandaskan pada tiga aspek, yaitu 
aspek sosiologis, aspek yuridis dan aspek filosofis.  Pasal 34 ayat (1), (2) 
Perpres No. 75 Tahun 2019 bagi penulis adalah salah satu wujud keteledoran 
pemerintah dalam membentuk suatu peraturan, hal ini jelas karena Pasal 
tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada diatasnya atau bisa 




B. Konsistensi Pelaksanaan Putusan MA Nomor 7 P/HUM  Tahun 2020 
tentang Pembatalan Iuran BPJS Kesehatan 
Penulis di dalam pembahasan rumusan masalah kedua ini menemukan 
fakta bahwa Putusan MA Nomor 7P/HUM/2020 mengenai uji materi terhadap 
Pasal 34 ayat (1), (2) Perpres No. 75 Tahun 2019 telah tepat dan benar. Hal ini 




rumusan masalah pertama sebelumnya. Dengan diputusnya uji materi tersebut 
maka termohon dan pemohon dalam perkara tersebut harus melaksanakan 
putusan yang telah ditetapkan oleh Hakim dan sudah tidak ada upaya hokum 
lagi yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk menggugat putusan tersebut.  
Dari analisa penulis, dengan patuhnya kedua pihak dalam 
melaksanakan putusan hakim adalah salah satu bentuk konsistensi putusan 
hakim, karena dengan terlaksananya putusan tersebut memperlihatkan 
ketegasan hakim dalam menyelesaikan perkara hingga benar-benar selesai. 
Selain itu bentuk transparansi putusan pun adalah bentuk konsistensi putusan 
hakim, sebagai contoh Putusan MA Nomor 7P/HUM/2020 mengenai uji 
materi terhadap Pasal 34 ayat (1), (2) Perpres No. 75 Tahun 2019 dapat 
diakses oleh masyarakat dengan langsung berkunjung website resmi 
Mahkamah Agung. 
Akan tetapi pemerintah tidak bisa member jalan keluar atas kenaikan 
iuran tersebat dan kini masyarakat mempercayai penuh kepada wakil rakyat 
agar menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat namun sampai saat ini tidak 
ada jalan keluar yang terbaik sedangkan masyarakat tidak bisa sepenuhnya 
mencari rupiah karna terhambat aturan pemerintah tentang wabah COVID-19 
tetapi pemerintah seakan akan acuh dengan perekonomian dan kesehatan 
masyarakat banyak sebagian orang tertekan akan tagihan yg setiap bulannya 




Akan tetapi konsistensi Putusan MA Nomor 7P/HUM/2020 mengenai 
uji materi terhadap Pasal 34 ayat (1), (2) Perpres No. 75 Tahun 2019 menjadi 
sebuah pertanyaan, karena ada gugatan yang memiliki kesamaan dengan 
perkara pada putusan ini. Kali ini adalah uji materi yang pemohon dan 
termohonnya sama seperti pada Putusan MA Nomor 7P/HUM/2020 mengenai 
uji materi terhadap Pasal 34 ayat (1), (2) Perpres No. 75 Tahun 2019, yang 
membedakan adalah yang diuji Pasal 34 dan Pasal 42 Peraturan 
Presiden (Perpres) No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 
No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 
Sebelumnya, pemohon pernah menggugat aturan kenaikan iuran BPJS 
Kesehatan dan dikabulkan Majelis MA melalui Putusan MA bernomor 
7P/HUM/2020. Putusan itu intinya membatalkan Pasal 34 Perpres No.75 
Tahun 2019 yang menaikan 100 persen iuran peserta BPJS mandiri 
kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja 
(BP) untuk seluruh kelas perawatan.  Dalam perkara uji materi kedua ini yang 
menjadi objeknya adalah Pasal 34 terkait kenaikan tarif BPJS dan Pasal 42 
tentang kenaikan denda dalam Perpres 64/2020 tentang jaminan kesehatan. 
Rusdianto selaku kuasa hokum pemohon menilai kenaikan iuran BPJS 
Kesehatan untuk kedua kali melalui Perpres 64/2020 ini sangat tidak memiliki 
empati mengingat saat ini keadaan serba sulit bagi masyarakat menghadapi 




dan tidak sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan UU No. 40 
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).29 
Dengan adanya uji materi terhadap Perpres 64/2020 diharapkan dapat 
menunjukkan kepada masyarakat bahwa apakah dengan kenaikan tarif BPJS 
Kesehatan ini sudah sesuai dengan tingkat perekonomian masyarakat di 
tengah pandemic covid-19.  Uji materi kenaikan iuran ini diharapkan dapat 
menjadi penilaian apakah kenaikan tersebut sudah sesuai dengan tanggung 
jawab BPJS Kesehatan dalam memberi pelayanan kepada seluruh pesertanya.  
Rusdianto mengingatkan pemerintah seharusnya mendengarkan 
pendapat MA dalam putusan sebelumnya bahwa akar masalah yang 
terabaikan yaitu manajemen atau tata kelola BPJS Kesehatan secara 
keseluruhan. Pihaknya tidak memungkiri ada kenaikan atas biaya pelayanan 
Kesehatan, tapi sebaiknya benahi dulu tata kelola dan pelayanannya. “ Dalih 
pemerintah yang menyatakan tidak ada kenaikan untuk pelayanan kelas 3. 
Yang menjadi persoalan ketika kelas 3 pada bulan Juni 2021 sudah tida 
disubsidi lagi pada akhirnya kelas 3 juga akan naik juga. Lalu, bagaimana bagi 
kelas 1 dan 2 yang dinaikkan hendak turun ke kelas 3, apakah 
diperbolehkan?30  
 Analisa penulis, Putusan MA Nomor 7 P/HUM/2020 mengenai uji 
materi terhadap Pasal 34 ayat (1), (2) Perpres No. 75 Tahun 2019 tidak dapat 
                                                          
29https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ece376047220/alasan-kpcdi-kembali-gugat-





dikatakan inkonsistensi apabila perkara uji materi yang kedua ini belum 
memiliki putusan yang final dan mengikat, serta hasil dari putusan nantinya 
tidak bertentangan dengan hasil Putusan MA Nomor 7 P/HUM/2020 



















A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian mengenai terkait Konsistensi Putusan 
MA Nomor 7P/HUM Tahun 2020 tentang Pembatalan Iuran BPJS, maka 
penulis dapat merumuskan simpulan sebagai berikut: 
1. Putusan MA Nomor 7 P/HUM Tahun 2020 tentang Pembatalan Iuran 
BPJS sudah tepat dan benar karena Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres No. 75 
Tahun 2019 tentang kenaikan tariff BPJS Kesehatan telah bertentangan 
dengan peraturan diatasnya atau tidak sesuai dengan hierarki perundang-
undangan. Kemudian jika dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek sosiologis, 
aspek yuridis dan aspek filosofis yang dikemukakan oleh hakim didalam 
putusan, terlihat dengan jelas bahwa Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres No. 75 
Tahun 2019 tidak memperhitungkan efektivitas ketentuan tersebut di 
dalam masyarakat, baik secara filosofi, yuridis maupun sosiologis. 
2. Konsistensi Putusan MA Nomor 7 P/HUM Tahun 2020 tentang 
Pembatalan Iuran BPJS nampak setelah kedua pihak yang berperkara telah 
melaksanakan hasil dari putusan tersebut dan adanya transparansi putusan 
tersebut dalam website resmi Mahkamah Agung juga adalah sebagai bukti 
ketidak konsistensi putusan tersebut. Meskipun ada uji materi kedua yang 




pasal-pasal yang diuji juga sama dalam Pasal 34 dan Pasal 42 Peraturan 
Presiden (Perpres) No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas 
Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan adalah bukan 
sebagai tolak ukur konsistensi Mahkamah Agung terkait putusan 
sebelumnya, tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat Mahkamah 
agung hanya mementingkan kepentingan sepihak tidak memperhatikan 
kesejahteraan masyarakat bahkan wakil rakyatpun kini seolah-olah 
bungkam atas hal jaminan kesehatan yang kini sedang di gembor-
gemborkan lantas kepada siapa lagi masyarakat akan mengadu kalau wakil 
rakyatnyapun kini sudah acuh dan kini selama perkara kedua ini belum 
ada putusan final dan mengikat diantara kedua belah pihak. 
B. Saran 
1. Hendaknya Pemerintah dalam hal membentuk Peraturan perundang-
undang berpedoman pada peraturan-peraturan yang ada diatas, serta 
pemerintah juga harus mengkaji dengan benar-bena peraturan yang 
dibuatnya tersebut memiliki efektifitas yang tidak merugikan masyarakat , 
sebelum peraturan tersebut disahkan. 
2. Tingkat konsistensi putusan hakim akan menjadi lebih baik, apabila 
perkara-perkara yang serupa dengan putusan-putusan sebelumnya menjadi 
acuan hakim memutus perkara, sehingga lamanya proses penyelesaian 
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